
Bupati OumedangPERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI KURSI

DI DPRD KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG

bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau

sekretariat partai politik Pemerintah memberikan bantuan Keuangan
kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang. hasil pemilihan Umum Tahun

2004;

fenimbang a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a dib.

atas, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan mengenai bantuan

keuangankepada Partai Politik yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati:

:1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Dacrah

Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun

1999Nomor 60,Tambahan Lembaran NegaraNomor 3839):

lengingat

Undang-uangNomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran

Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran NegaraNomor
2

4251);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum3
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 4277);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(LembaranNegaraTahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4286);

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara5.

(LembaranNegaraTahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan6.

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran NegaraNomor 4389);



7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437)sebagaimanatelah diubah denganUndang-undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan
Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang-undang (LembaranNegara Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran NegaraNomor 4548);

Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

(LembaranNegaraTahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik (LembaranNegaraTahun 2005 Nomor

62,Tambahan Lembaran NegaraNomor 4513);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan LembaranNegaraNomor 4578);

11.

12. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik;

13. Peraturan Daerah KabupatenSumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah

Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);

14. Peraturan Daerah KabupatenSumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang

Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimanatelah

diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenSumedang Nomor 5 Tahun

2002 (LembaranDaerah Tahun 2002 Nomor 17Seri D);

15. Peraturan Daerah KabupatenSumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun

2003 Nomor 6 Seri D):

16. Peraturan Daerah KabupatenSumedang Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2005 (Lembaran Daerah 2005 Nomor 11 Seri A);

MEMUTUSKAN:

netapkan PERATURAN BUPATII SUMEDANG TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

YANG MEMPUNYAI KURSI DI DPRD KABUPATEN SUMEDANG

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenSumedang

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenSumedang.
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BABI
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Pasal 3

Peanya artiua koanmas keada Parai Polinik diberikan secara
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BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 4

(1) Pengajuan bantuan keuangandisampaikan secara tertulis oleh Dewan

Pimpinan Daerah/DewanPimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten

Sumedang yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan

Pimpinan Daerah/Dewan PimpinanCabang Partai Politik Kabupaten

Sumedang kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Cap

Stempel Partai Politik denganmelampiri

Surat Keputusan DPP Pariai Politik yang menetapkanSusunan

KepengurusanDPC/DPD Partai Politik Kabupaten Sumedang

yang dilegalisir
oleh KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal DPP

Partai Politik;

a.

Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabatb.

yang berwenang;

Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi

Partai Politik di DPRD Kabupaten Sumedang yang dilegalisir

Ketua dan Sekretaris Komisi

Kabupaten Sumedang;

C.

Pemilihan Umum Daerah

d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia

dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan

keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan

Sekretaris DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Sumedang diatas

materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dengan menggunakan

Kop Surat Partai Politik;

Lampiransurat tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf

d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

.
Surat pengajuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tembusannya

disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumedang dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sumedang.

(2)

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPANADMINISTRASI
PARTAI POLITIK

Pasal 5

(1) Penelitian dan pemeriksaaan kelengkapan administrasi pengajuan,

penyerahan dan penggunaanbantuan Keuangan kepada Partai Politik

KabupatenSumedang dilakukan oleh Tim Penelitian dan pemeriksaan

Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan

Bantuan Keuangan kepadaPartai Politik KabupatenSumedang.

Tim Penelitian dan pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
(2)

Pasal ini diketahui oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten

Sumedang dan anggotanya
terdiri dari Komisi Pemilihan Umum

Dacrah Sumedang, unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

dan unsur Badan Kesatuan BangsaKabupatenSumedang atau sebutan

lainnya.

3) PembentukanTim Penelitian dan pemeriksaan sebagaimanadimaksud

pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan denganKeputusanBupati.

(4) Biaya penelitian
dan pemeriksaansebagaimana

dimaksud ayat (1)

Pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja

Daerah KabupatenSumedang.

(4)
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Pasal9

Bentuk Berita Acara erah Terimatetuat keuanaa kegadla Partai Prkitik

schagaimanadimaksud dalam Pasal huruf ctercattars dalan Lairan f
Peraturan Bupatí iní.

BAB VIS

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PAKTAIPOLITIK

Pasal 19

Laporan pertanggungjawahan pengguraanbantuan keuangan keppda

Partai Politik Kabupaten Sumedang disampaikan kepada Bupai

melalui Kepala Badan Kesatuan BangsaKabupatenSurnedang,

(0)

Laporan pertanggungjawatan penggunaan bantuan ebagzimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diaudit oleh Badan

PengawasanDaerah KabupatenSumedang

(2)

Laporan pertanggungjawaban penggunaan bartuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepadaKetua Komisi Pemilihan

Umum Daerah KabupatenSurnedang

3)

Pasal 11

Bentuk laporan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana

dimaksuddalam Pasal
10 ayat (1), tercantum dalam LampiranI1Peraturan

Bupati ini.



BAB VI
KETENTUAN PENL TUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangat
ieknis pelaksanaunuya akan dialur lebih lanjul dalam Kopulusan Bupaii ini

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk.an pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannyadan Berita Dacrah Kabupalen
Sumedang

Ditctapkan di Sumedang

padlanggal 14 Juni 2006

PATI SUMEDANG

URDONO

EDndangkan di Sumedang
tanggal 14 Jani 2006

ETARIS DAERA
ATEN SUMEDANGNTÁ

SETDAATN ADDULLAII

EERIN

IaDRERHKABUPATENSUMEDANGUME
IUN 2006 NOMOR 16 SERI.



AMPIRAN 1PERATURANBUPAITSUMEDANG
23 Tahun 2006

14 Juni 2006

PETUNIUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNY AI KURSI DI

DPRDKABUPATENSUMEDANG

Nomor
Tanggal

Tentang

BERITA ACARA

PENELI ILAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor

Pada han ini..
tanggal bulaii Lanun*** ***

....Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persy aratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan

danPenggunaanBantuan Keuangan kepada Partai Poitik yang dibenluk berdasarkan Keputusan

Tangga!

....eiah meilaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan
Persyaratan

yang diajukan olech

Bupati Sumedang Nomor 1ahun
entang

4dministrasi Bantman Keuangan Partai Politik Tahun

DPDDPC..

****

Pordas arkan hasil Penclitian dan Pomcriksaan Persyaratan Administrasi, Pcngajuan,

Penverahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kopada Partai Politik Tim menyatakanbahwa

artai Politik...

teuangan
dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum

ahun 2004 sebanyak

p

. felah memenuhi persyaratan unruk mendapatkanbantuan**

Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat

Lapergunakan sebagaimanamestinya.

TIM PENELITI DAN PEMERIKSAAN PERSYARATA ADMINISTRASI

BANTUAN KEUANGAN EPADA PARTAI POLITK

Kenia

...Sekretaris

Anggota

.. Anggota

Anggota

Anggota

Anggoia

UPA
ATI SUMEDANG

NMURDONO

a E



PCAN I PERATURANBUPATI SUMEDANG

Nomor
Tanggal

Tentang

23 Tahin 2006
14 Juni 2006

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI KURSIDI
DPRD KABUPATENSUMEDANG

BERITA ACARA
SERALTERMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLIEK

Nomor

Pada hari ini . tanggai
..yang bertandalangan di bawah ini

buian. 1ahun

Bupati Sumedang atau Pejabat yang diunjuk

disebutPIHAK PERTAMA
etua dan Bendahara DPDDPC Partai Politik....

...selanjutnya

Selanjutnya disebut

IHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan keuangan

i politik tahun......dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan keuangan tersebut dari

kepada DPD/DPC SeJumlah

NKas Daerah . melalui rekening Bank Partai

ik..

erita Acara Serah Teruma ini dinyal akan sah setelah copy SPM Gro Bank dari KPKNKas
..diterima oleh DPD DPC Partai Politik.....

bersangkutan.

Sumedang..

PIHAK KEDUA PLHAK PERTAMA
DPDDPC.. An. BUPAT! SUMEDANG

Ketua,

Bendahara,

.)

RUPATI SUMEDANG,

PA

ONMURDONO

ED



RANIIPERATURANBUPATT SUNDEDANG

Nomor
Tanggal

Tentang

23 Tebun 2006
Juni 200614

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNY AIKURSIDI
DPRD KABUPATENSUMEDANG

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

TAHIUN ANGGAR AN
Pasal 11 PP No 29 Tahun 2005

Kegiatan Administrasi dan/atau Sekretariat

Pelaksanaan Audit Tgl..Bln Thn
Parta Politk

Relening Bani

Kursi

Dana Rp

Suniedang

Kepada

Yth Bapak Pupati Sumedang
di

SUMEDANG

a ini disampaikan laporanpenggnaandana bantuan keuangarn partai politik sbb

JENIS BELANJA JUMLAH UANG KETERANGAN

Belanja Kebutuhan Administrasi

Belanja Daya dan Jasa

Lain-iain Pengeiuaran

ng

Bendahaa, Ketua,

iaudit BawasdaKabupaten Sumedang

UPAT!SUMEDANG,

sMURDONO


